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SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATIIRAIT BI'PATI XEDIRI
IYOUOR 17 TAIIUT 2O2O

TEI|TANG

PENEf,APAN DAI{A ALOXASI T'UUU TA.UBAHAN

BANTUAIT PEI{I'ANAAIT XELT'RTIIAI{
TAHUI{ AIICTGARAII 2O2O

DEITGAIT RAHUAT TI'HA,IT YAI{G UAIIA ESA

BT'PATI KEDIRI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 8/PMK.O7 l2O2O tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum

Tambahan Tahun Anggaran 2O2O, dan sesuai Nota Dinas dari Sekretaris

Daerah Kabupaten Kediri tanggal 6 Maret 2O2O Nomor 9OO la24 /418.51l2O2O

perihal Penyusunan Peraturan Bupati Kediri tentang Penetapan DAU

Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 serta Berita

Acara tanggal 9 Maret 2O2O Nomor 9OO/837 /418.51/2020 tentang Rapat

Pembahasan Penyrsunan Peraturan Bupati tentang Penetapan DAU

Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggarar 2020, perlu

menetapkan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan

Tahun Anggaran 2O2O;

bahwa berdasarkan pertimbalgan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

perlu menetapkal Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum

Tambahan Bantuan Pendalaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dal Daerah Tingkat II Surabaya dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 195O tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur

(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O);

b.
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan [embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undaag Nomor 33 Tahun 2O04 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan lrembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

tentang Pembahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah

(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) sebagairnana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undarrg Nomor 23 Tahun 2O14 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15

Nomor 58, Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2O19 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2O (Lcmbaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 641O);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tabta'i 2OL7 tentang Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah

(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 1O67, Tambahan

Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6O57);

11, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 62O5);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tenteng Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8.
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13. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2Ol9 tentang Rincian Anggaral
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2O;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturarr Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2015 tentang pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturar Menteri Dalam Negeri
Nomor l2o rahun 2o18 tentang perubahan Atas peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 8o rahun 2or5 tentang pembent,kan produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1g Nomor 1S7);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor g/pMK .or l2o2o tentang Tata cara
Penyaluran Dana Alokasi umum Tambahan Tahun Anggaran 2o2o (Berita
Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 46);

17' Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan da,, Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (kmbaran
Daerah Kabupaten Kediri rahun 2016 Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 147);

18- Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan da, Belanja Daerah rahun Anggar at 2o2o (Lrembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2O19 Nomor 4);

19. Peraturan Bupati Kediri Nomor 41 Tahun 2ol9 tentang petrjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Berita Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2019 Nomor 41);

MEITIfUEKAIT:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI
UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2O2O.

Menetapkan

BAA I
XETEX'TUAX I'UUX

Paral I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
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4. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan

kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi.

S. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU

Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di

daerah kabupaten / kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

untuk kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana kelurahan dan kegiatan

pemberdayaan masyarakat kelurahan.

6. Kecamatan adalah wilayah kerl'a Camat sslagai Perangkat Daerah.

7, Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau

melaksanakan sebagian tugas Camat.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah

renczrna keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah

pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

10. Sisa Iebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih

realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II
PEITGALOXASIAIT

Pasal 2

(1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana ditetaPkan dalam Peraturan

Daerah Kabupaten KedAi Nomor 4 Tahun 2O19 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggarart 2O2O sebesar Rp 35O.OOO.OOO,OO (tiga ratus lima puluh juta

rupiah).

(2) DAU Tambahan Bartuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaal kepada kelurahan.

(3) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

mengurangi komitmen pendanaan Kabupaten kepada kelurahan melalui APBD sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan digunakan untuk mendanai kegiatan

pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat

kelurahan sesuai dengan peraturatr yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasd 3

(1) Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (11 tercantum pada Belanja Langsung SKPD dalam Lampiran III Peratura-n Daerah

Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2Ol9 tentang Anggaian Pendapatan dan Belanja Daerah

Talrun Anggaran 2O2O.

(2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

menjadi bagian dalam perhitungan pengenaan sanksi penundaan penyaluran dan/ atau

pemotongan DAU.
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BAB lII
UEXAIIISUE PAITGAIPIqEIAIT

Pasd 4

(1) Besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per kelurahan sesuai dengan

kategori Daerah.

(2) Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.O7 l2O2O tentang Tata

Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2O20, kategori Daerah

adalah baik dengan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per kelurahan sebesar

Rp. 35O.OOO.00O,OO (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

BAB TV

RIXCIAIf ALOI$AI

Pasd 5

(1) Pemerintah Daerah menganggarkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada APBD Tahun Anggaran 2O2O sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

melengkapi anggaran kelurahan dalam pendanaan kelurahan sesuai dengan ketentuan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol8 tentang Kecamatan.

(3) Pemerintah Daerah hanya memitki satu kelurahan yalrni Kelurahal Pare yang terletak dalam

wilayah administrasi Kecamatan Pare.

(4) DAU tambahar sebagaimana rlimaksud pada ayat (2) diberikan kepada keluralar

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dianggarkan sesuai dengan peraturan yang

ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasd 6

DAU Tambahan Bantuan Pendarraan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak

diperhitungkan sebagai Elnggaran wajib Pemerintah Daerah.

BAB V

PEI|GAIT(rcARAJT, PEf,ATAUSAIIAAI|

DAIT PERTAITGOI'NG.'AWABAIT IiTUAITGITN

Pesd 7
(1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dianggarkan di belanja langsung pada

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecarnatan Psre'

(2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan sepearuhnya untuk Kelurahan Pare.

(3) Penganggaran, p€natausahaan dan pertanggungiawaban keuangan untuk DAU Tambahan

Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksarrakan sesuai

peraturan perundang-undangan.

(4) Kecamatan wajib menyampaikan laporan reelisasi penyerapan DAU Tambahan Bantuan

Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2O2O kepada Bupati paling lambat bulan Februari

202t.
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Dalam hal pada aktrir

Kabupaten Kediri

Pendapatan dan Belanja

sebagai berikut:

a. sisa DAU tambahan

dianggarkan kembali

Petd A
Tahun Anggaran 2O2O terdapat sisa DAU

wajib menganggarkan kembali pada

Daerah tahun angga.ran berikutnya dengan

atas kegiatan yang output kegiatannya telah

untuk mendanai kegiatan yang sama atau

tambahan,

Anggaran

ketentuarr

tercapai,

kegiatan

tercapai,

kelurahan

lainnya pada kelurahan tertentu sesuai prioritas; dan

b. sisa DAU tambahan atas kegiatan yang output kegiatannya belum

dianggarkan kembali untuk mendamai keg'at.n yang salla parla

bersangkutan.

BAB VI

IT TEI TUAN PETUfl'P
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kediri ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 6 - 5 -2O2O

BI'PATI KEDIRI,

ttd
HARYATTI SIIIRIATO

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 6 -5 -2O2O

SETREf,ABIA DATRA TAAI'PATEIT I(EDRI,
ttd

DEDE sU.'ITXA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2O2O NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan
dan

Kesejahteraan Rakyat

SUWONO

NIP. 19661125 198903 1010


